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Abstract : 
Although decentralization and autonomy is exercised since Indonesian republic is formed, but 
they are not developed such as in West Countries, because it is not a panacea for the ill state 
or especially local government. Theoritically, there are many prerequisites of decentralization 
and autonomy that should called attention to the civil servants whose governed the local 
government. Many theoriticians written down about decentralization, included the advantages 
and disadvantages of it, the prerequisites should be fulfilled to apply it. 
Decentralization means that there are transfer of authority and responsibility in public 
function from central government to local government, other semi public agenda and also to 
the private sector. Also there are opinion about form and type of decentralization. The 
interesting things is the type of decentralization which divided decentralization into 4 types 
namely political, administrative, fiscal, economic and market decentralization. 
The aim of fiscal decentralization is to transfer the source of the financial to local such as the 
right to own and manage their own properties and the right to manage their human resources. 
But it is restricted by the upper rules, the well being of the people and should be applied 
properly. 
Local government give more attention to how they can earn more revenue than how to used it. 
Actually many infraction is occurred in the expenditures area. Local government is facing 
constraint with the fiscal decentralization relating with the source of the revenue. Central 
government still have right to attract revenue from local government, the effect is the state 
give balance aid to complete APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). So central 
government still become the importance role in public decentralization 
The expenditure part in APBD is consist of two parts, routine budget and development budget. 
In reality, both of them is used for the sake of the local government itself. Nowadays the 
routine budget is bigger than development budget. All of this constraint can be suremount if, 
the local government has human resources that competent in their tasks. Once again central 
government didn't give a guide to the local government about the national Employee System, 
the effect is the local government can use by their own way about how to manage their civil 
servants. 
A.      PENDAHULUAN 
 Desentralisasi dan Otonomi Daerah dewasa ini sedang menjadi sorotan publik di 
Indonesia. Ada harapan-yang mungkin berlebihan-bahwa dengan otonomi daerah, berbagai 
masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa seperti maraknya KKN, gejala disintegrasi 
bangsa, kehidupan masyarakat yang tidak demokratis, akan dapat teratasi. Dikatakan 
berlebihan karena hal ikhwal otonomi bagi bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, 
bahkan sejak jaman Hindia Belanda dahulu kita telah mengenal adanya undang-undang 
tentang desentralisasi (decentralisatie wet Stbld 1903/329). Selain itu, setelah Indoensia 
merdeka telah pula dibuat sekurang-kurangnya enam UU yang khusus mengatur tentang 
pemerintahan daerah. Kenyataan yang menunjukkan bahwa negara kita tidak mengalami 
kemajuan yang cukup berarti dibanding negara-negara lain yang setara. Artinya, 
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desentralisasi dan otonomi tidak dapat dianggap sebagai “panacea” untuk segala penyakit 
yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Ada berbagai prasyarat yang harus dipenuhi agar 
desentralisasi dan otonomi daerah membawa manfaat bagi kemajuan bangsa. Karena selain 
bersisi positif, desentralisasi dan otonomi daerah juga mengandung sisi negatif (lihat Campo 
dan Sundaram bekerjasama dengan Baylon. 2001 : 155) 
Sisi positif dari desentralisasi dan otonomi daerah antara lain : 
1) Dari segi politik, melalui desentralisasi akan dapat dikembangkan kehidupan 
masyarakat yang lebih demokratis 
2) Dari segi administrasi, melalui desentralisasi akan dapat dikembangkan system 
administrasi yang lebih efektif dan efisien 
3) Dari segi kepentingan warga Negara, melalui desentralisasi akan lebih banyak 
kepentingan masyarakat setempat yang dapat diakomodasikan sehingga akan muncul 
kepuasan yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada 
pemerintah 
4) Munculnya semangat berkompetisi antar daerah sehingga mendorong berkembangnya 
kreativitas dan inovasi dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 
Mengenai sisi positif desentralisasi, Campo dan Sundaram bekerjasama dengan Baylon 
(2001: 155) mengemukakan bahwa desentralisasi penting untuk stabilitas politik, pemberian 
pelayanan yang lebih efektif, pengurangan kemiskinan serta untuk keadilan. 
Sisi negatif dari desentralisasi dan otonomi daerah antara lain : 
1) Munculnya rasa kedaerahan yang berlebihan 
2) Munculnya pusat-pusat KKN baru 
3) Terjadi kesenjangan antar-daerah yang dapat menimbulkan konflik sosial 
4) Dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa 
Campo dan Sundaram bekerjasana dengan Baylon (2001:162) mengatakan bahwa 
desentralisasi mengandung berbagai resiko. Pertama, berkurangnya skal ekonomi yang 
mengarah pada inefisiensi serta mendorong terjadinya duplikasi dalam penggunaan sumber 
daya aparatur maupun peralatan. Kedua, menimbulkan masalah koordinasi dan mendorong 
terjadinya konflik-terutama pada negara-negara yang secara etnis heterogen. Ketiga, 
munculnya hambatan institusional yang justru menimbulkan inefisiensi-terutama apabila 
organisasi pemerintah lokal belum mampu menyelenggarakan manajemen secara baik. 
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Keempat, dapat lebih memperburuk tata pemerintahan dibandingkan meningkatkan 
keseluruhan pemerintahan yang sudah ada. 
Agar desentralisasi dan otonomi daerah memberi manfaat yang positif bagi kemajuan 
bangsa dan negara ada berbagai prasyarat yang harus dipenuhi antara lain :  
1) Adanya dukungan politik yang konsisten dari pemerintah pusat 
2) Adanya kelegawaan dari pemerintah pusat untuk berbagi kewenangan, tanggungjawab 
serta sumber-sumber keuangan yang adil dan proporsional 
3) Adanya kemauan politik dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjalani 
perubahan struktural, fungsional serta kutural secara bertahap dan berkesinambungan 
4) Adanya perubahan yang mendasar dalam bidang manajemen pemerintahan daerah 
5) Adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat sehingga bersedia untuk saling 
membantu dengan komponen bangsa lainnya.  
Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada prasyarat perlunya perubahan 
secara mendasar dalam bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan dan manajemen 
sumber daya aparatur pemerintah daerah. 
B.      MEMAHAMI DESENTRALISASI 
 Sebelum membahas mengenai manajemen keuangan dan manajemen sumber daya 
aparatur dalam rangka otonomi daerah, ada baiknya apabila dipahami terlebih dahulu 
pengertian tentang desentralisasi. Menurut Litvack dan Seddon ( 1992 :2 ) bahwa 
desentralisasi adalah : “ the transfer of authority and responsibility for public function from 
central government to subordinate or quasi-independent government organization or the 
private sector”. Dengan demikian yang dimaksud desentralisasi adalah transfer kewenangan 
dan tanggungjawab yang berkaitan dengan fungsi-fungsi publik. Transfer tersebut dilakukan 
dan berasal dari pemerintah pusat yang ditujukan ke tiga arah yaitu kepada :  
1. Organisasi pemerintah subnasional (propinsi, kabupaten/kota) 
2. Organisasi semi-bebas seperti badan otorita 
3. Sektor privat 
Pandangan di atas nampaknya merujuk pendapat Cheema dan Rondinelli (1983 : 18) yang 
mengatakan bahwa ada empat bentuk utama desentralisasi yaitu :  
1. Dekonsentrasi 
2. Delegasi kepada institusi semi otonom 
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3. Devolusi kepada pemerintahan lokal 
4. Transfer fungsi dari publik kepada institusi pemerintah 
Litvack dan Seddon (1999 :2) selanjutnya membagi desentralisasi menjadi 4 tipe, yaitu : 
1. Desentralisasi politik 
2. Desentralisasi administratif, yang memiliki 3 bentuk utama, yaitu 
a. dekonsentrasi 
b. delegasi 
c. devolusi 
3. Desentralisasi fiskal 
4. Desentralisasi ekonomi atau pasar 
Pada sisi lain, Campo dan Sundaram bekerjasama dengan Baylon (2001 : 155) 
membagi desentralisasi menurut dimensi dan derajadnya. Menurut dimensinya, desentralisasi 
meliputi desentralisasi geografi, desentralisasi fungsional, desentralisas politik/administratif. 
Menurut derajadnya, desentralisasi meliputi dekonsentrasi, delegasi serta devolusi.  
 Desentralisasi politik bertujuan agar semangat demokratisasi yang berkembang di 
kalangan masyarakat dapat tersalur secara positif. Melalui desentralisasi politik, masyarakat 
luas dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, implementasi serta evaluasi 
kebijakan publik serta memanfaatkan hasilnya. Melalui desentralisasi politik dibentuk badan 
perwakilan serta pemerintah daerah setempat yang berfungsi membuat kebijakan serta 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Desentralisasi administratif dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dalam 
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui 
desentralisasi administratif, berbagai aktivitas pemerintahan dapat dipilah dan dipilih untuk 
dipindahkan, diselenggarakan, dimintakan bantuan kepada pejabat-pejabat di luar pejabat 
pemerintah pusat yang ada di ibukota Negara. 
Desentralisasi fiskal dimaksudkan sebagai langkah untuk mentransfer berbagai sumber-
sumber keuangan untuk membiayai transfer kewenangan yang telah diberikan kepada 
pemerintah subnasional maupun badan pemerintah semi otonom. Bentuknya dapat berupa 
pembiayaan sendiri (self-financing), pembiayaan bersama (co financing), mengadakan 
pungutan, perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar--
pemerintah, serta pinjaman atau bantuan. 
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Desentralisasi ekonomi atau pasar dilakukan dalam bentuk privatisasi atau deregulasi 
dengan mengalihkan tanggung jawab berbagai fungsi dari pemerintah kepada sektor privat. 
Desentralisasi jenis ini dimaksudkan pula sebagai pemberian kebebasan kepada organisasi 
pemerintah di luar pemerintah pusat untuk membuat kebijakan sendiri dalam bidang 
ekonomi.  
C.     KEUANGAN PUBUK DAN SUMBER DAYA MANUSIA 
Telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa melalui desentralisasi dibentuk 
daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yan memiliki hak dan wewenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan setempat. Kesatuan masyarakat hukum tersebut 
mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang menjadi batas yurisdiksinya. Sebagai kesatuan 
masyarakat hukum, daerah otonom memiliki 4 (empat) hak dasar yang melekat, yaitu :  
1) Hak untuk memiliki pemimpinnya sendiri secara bebas. 
2) Hak untuk memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri secara bebas  
3) Hak untuk membuat aturan hukumnya sendiri secara bebas 
4) Hak kepegawaian yang dapat digunakan secara bebas 
Kebebasan dalam menggunakan hak-hak dasar di atas tidaklah bersifat mutlak, 
melainkan dibatasi oleh : 
1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kesepakatan 
kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar cakupannya 
2) Kepentingan umum 
3) Asas kepatutan 
Keuangan Publik 
Untuk menjalankan kewenangan dan tanggungjawab melayani kepentingan publik 
yang ditransfer kepada daerah otonom, diperlukan dukungan sumber-sumber keuangan 
publik. Makna dari keuangan publik adalah keuangan yang berasal dari publik, yang 
diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh publik serta digunakan secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan publik. Secara garis besar, keuangan 
publik dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu : 
1) penerimaan atau pendapatan 
2) penggunaan atau belanja 
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UU Nomor 22 tahun 1999 dan juga UU lainnya tentang pemerintahan daerah yang ada 
di Indonesia selama ini nampaknya lebih banyak menyoroti keuangan publik dari segi 
penerimaan atau pendapatannya saja, kurang memberi perhatian pada sisi penggunaan atau 
belanja. Padahal kebocoran yang terbesar justru terjadi pada sisi penggunaan. Isi Bab VIII 
UU No 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Keuangan Daerah memperkuat pemyataan 
tersebut. 
Berdasarkan bunyi pasal 79 UU Nomor 22/1999 dapat diketahui ada 4 kelompok 
sumber pendapatan Daerah yaitu : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; 
c) Pinjaman Daerah; d) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dari data APBD tahun 
anggaran 2001 untuk 82 Kabupaten/Kota di Indonesia, dapat diketahui bahwa dana 
perimbangan menempati porsi terbesar dari APBD yaitu rata-rata 77 % (lihat lampiran 1) 
Kontribusi dana perimbangan terhadap APBD yang terkecil di Kabupaten Badung (Propinsi 
Bali), yakni 32 %. Sedangkan kontribusi yang terbesar di Kabupaten Kutai Kertanegara, 
yakni 99 %. 
Data di atas menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia lebih banyak 
berbentuk transfer antar-pemerintah, bukan pemberian sumber-sumber keuangan yang digali 
oleh pemerintah Daerah sendiri dalam bentuk pajak dan atau retribusi. Pola tersebut 
sebenarnya tidak sehat karena membuat Pemerintah Daerah menjadi tergantung pada 
Pemerintah Pusat dalam hal keuangan. Artinya, desentralisasi dalam aspek politik dan 
administrasi, ternyata belum diikuti dengan desentralisasi fiskal yang dapat membuat 
Pemerintah Daerah menjadi lebih mandiri dalam berbagai hal termasuk dalam menggali 
sumber-sumber pendapatannya sendiri. 
Lapangan pajak dan retribusi yang diberikan kepada daerah umumnya yang relatif 
“kurus”, sehingga tidak terlampau menjanjikan. Pada sisi lain karena adanya pandangan 
bahwa daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD besar, maka gejala umum yang 
nampak ialah Daerah berlomba-lomba menciptakan dan atau menaikkan pajak dan atau 
retribusi. Hal tersebut pada gilirannya justru bersifat kontraproduktif bagi upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dari sisi belanja, masih digunakan pengelompokan anggaran rutin dan pembangunan 
yang tidak mencerminkan secara jelas mengenai besarnya belanja untuk kepentingan publik. 
Data pada lampiran 2 menunjukkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2001 untuk 82 
Kabupaten/Kota di Indonesia 61,84 % untuk anggaran rutin, sedangkan 36,17 % untuk 
anggaran pembangunan. Anggaran rutin sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. 
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Begitu pula pada anggaran pembangunan masih terdapat pengeluaran untuk honorarium 
pengelola proyek. Artinya sebagian besar APBD rata-rata digunakan untuk kepentingan 
birokrasi. Padahal menurut Campo dan Sundaram (2001 :221) bahwa : “The government 
budget should be a financial mirror of society's economic and social choice” 
Persentase anggaran rutin yang lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan dapat 
disebabkan karena adanya perubahan peranan pemerintah daerah. Pada masa UU Nomor 5 
/1974, pemerintah daerah banyak diberi peranan sebagai PROMOTOR PEMBANGUNAN, 
sedangkan pada masa UU Nomor 22 /1999, pemerintah daerah lebih banyak diposisikan 
sebagai PELAYAN MASYARAKAT. Penyebab lainnya adalah penyusunan APBD pada 
umumnya tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, melainkan 
perkiraan kebutuhan masyarakat menurut persepsi birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari cara 
pandang warisan kolonialisme masa lalu yang terus dipelihara dan dilestarikan.  
Pada era good governance dewasa ini, cara pandang semacam itu sudah seharusnya 
ditinggalkan. Masyarakat sebagai pemegang saham harus memainkan peranan penting mulai 
dari tahap perumusan kebijakan sampai pada pemanfaatan hasilnya. Pemerintah adalah 
pelayanan masyarakat yang selama ini lebih banyak merupakan slogan, sudah saatnya untuk 
diwujudkan.  
Sumber Daya Aparatur 
Selain keuangan, faktor lain yang menentukan keberhasilan implementasi desentralisasi 
dan otonomi daerah di Indonesia adalah aspek sumber daya manusia, khususnya sumber daya 
aparatur. Disebutkan demikian karena di negara berkembang, aparatur pemerintah masih 
memegang peranan dominan-meskipun peranan ini secara bertahap tetapi pasti harus 
dialihkan kepada masyarakat. 
Kehadiran UU Nomor 22/1999, khususnya pasal 76, telah dan akan mengubah sistem 
kepegawaian di lingkungan organisasi pemerintah. Pada masa lalu, berdasarkan UU Nomor 
8/1974, yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 43/1999, digunakan sistem kesatuan 
(unified system) di dalam manajemen PNS. Artinya, PNS adalah pegawai pemerintah 
nasional, yang digaji oleh pemerintah pusat dan ditempatkan di seluruh Indonesia. Dengan 
adanya pasal 76 UU Nomor 22/1999 manajemen tersebut diubah menjadi sistem terpisah 
(separated system). Dengan sistem tersebut, daerah mengangkat, menempatkan, menggaji, 
mengembangkan serta memberhentikan pegawainya sendiri. 
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Perubahan sistem tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi PNS maupun 
bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain :  
1) Terbuka peluang untuk meniti karier secara lebih cepat 
2) Pengurusan proses kepegawaian menjadi lebih cepat dan efisien 
3) Terbukanya peluang bagi penduduk setempat-khususnya putra daerah- untuk 
memegang jabatan penting yang selama ini didominasi oleh orang-orang yang dekat 
dengan akses kekuasaan di pusat 
Dampak negatif yang sudah mulai nampak antara lain :  
1) Munculnya rasa kedaerahan yang sempit dalam rekruitmen pegawai maupun dalam 
pengisian jabatan 
2) Para pegawai terjebak oleh “sindroma myopa”, karena hanya akan berkarier dari awal 
sampai akhir di satu daerah saja 
3) Mutasi dan rotasi antar daerah maupun antar tingkatan pemerintahan menjadi relatif 
terbatas. 
Di luar masalah kepegawaian yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, 
sistem kepegawaian nasional nampaknya sedang menghadapi masalah besar antara lain : 
1) Belum adanya rencana nasional mengenai kepegawaian yang dapat dijadikan rujukan 
bagi pemerintah daerah sehingga masing-masing daerah membuat rencana sendiri. 
2) Adanya ketimpangan pegawai dilihat dari jumlah, distribusi lokasi, distribusi keahlian. 
3) Manajemen kepegawaian yang masih menggunakan pola tahun 1970-an dengan 
berbasis pada paradigma birokrasi gaya Weberian. 
4) Tidak adanya pengukuran kinerja individual yang sahih, sehingga tidak nampak 
hubungan yang signifikan antara pemberian imbalan dengan kinerja 
5) Masih berorientasi pada senioritas dan kedudukan struktural daripada kompetensi 
dalam jabatan. 
Apabila ada pandangan bahwa masa depan bangsa Indonesia terletak pada kearifan
 
dalam mengelola desentralisasi dan otonomi daerah, maka diperlukan pembenahan secara 
mendasar pada
 
manajemen keuangan publik maupun manajemen sumber daya aparatur. 
Karena kedua aspek tersebut nampaknya menjadi faktor penentu bagi keberhasilan 
implementsi otonomi daerah.  
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